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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI TOTAL 
BERBASIS MASY ARAKAT P ADA DINAS KESEHAT AN KABUP ATEN 
BULUNGAN PROVINS! KALIMANT AN UT ARA 

DAMRIN 
damrin79@gmail.com 
Program Pascasarjana 

Universitas Terbuka Indonesia 

Penelitian m1 bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

implementasi kebijakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta faktor­

faktor penghambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi 

Kalimantan Utara. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau 

naturalistik karena dilakukan pada kondisi alamiah. Sumber informasi dan 

informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai 

masalah, serta bertindak sebagai key informan, yaitu kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan. 

Dalam kajian penelitian ini menggunakan konsep implementasi George. C. 

Edwarde III dengan empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaa program 

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

faktor komunikasi sudah dilaksanakan namun belum maksimal dengan baik 

kemudian faktor sumber daya yang masih kurang baik tenaga maupun anggaran 

operasional dalam mengimplementasikan program ini. Sedangkan untuk faktor 

sikap masih masih minimnya komitmen para pengambil kebijakan hingga 

ketingkat paling bawah. Sementara faktor struktur birokrasi sudah efektif dalam 

pelaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten 

Bulungan dengan berdasarkan hirarky dalam struktur organisasi. 

Kata Kunci: Implementasi, dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
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ABSTRACT 

POLICY IMPLEMENTATION OF PROGRAM FOR TOTAL 
SANITATION COMMUNITY BASED AT HEALTH AGENCY 
BULUNGAN DISTRICT, PROVINCE OF NORTH KALIMANTAN 

DAMRIN 
damrin79@gmail.com 
Postgraduate Program 

Universitas Terbuka Indonesia 

This study is purposed to describe and analyze the policy implementation of 
program for Total Sanitation Community Based and inhibiting factors in Health 
Agency of Bulungan District, North Kalimantan Province. Design of this study is 
using qualitative or naturalistic approach because it is done in the state of nature. 
Sources and informants in this study are those who really know and dominate on 
problem, also as the key informant, Head of Health Agency Bulungan District. 

This study is using implementation concept by George. C. Edwarde III those 
are four factors that affect the implementation of program for Total Sanitation 
Community Based. The results of this study is indicate that the factor of 
communication has been implemented but it was not maximal and unfulfilled 
resources factor both energy and operational funding in implementing of this 
program. Moreover on attitude factor, there's a lack of commitment among the 
stakeholders even in the lowest level. Meanwhile in structural birocration factor, it 
has been set well on the implementation of the program for Total Sanitation 
Community Based in Bulungan District by hierarchy in the organizational 
structure. 

Keywords : Implementation, Total Sanitation Community Based 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Hasil penelitian ini penulis dapat menyajikan beberapa narasi dan data secara 

singkat yang menyangkut penelitian lmplemnetasi Kebijakan Program STBM 

pada pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan, agar dapat memberikan 

kemudahan dalam memahami topik dan objek penelitian. Dalam hal ini gambaran 

atau kondisi Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan 

a. Gambaran Geograjis Kabuaten Bulungan 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2007, 

Dengan adanya pemekaran Kecamatan Tanah Tidung menjadi Kabupaten untuk 

kelengkapan menjadi Provinsi Kalimantan Utara, maka luas Kabupaten Bulungan 

menjadi 13.181.92 Km2
• Sementara Batas - batas wialayah Kabupaten Bulungan 

adalah sebagai berikut : 

•!• Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kah. Tanah Tidung dan Kab. Nunukan. 

•!• Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan. 

•!• Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Malinau. 

•!• Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Berau. 

Dari aspek morfologi terbagi menjadi pedataran, perbukitan rendah dan 

perbukitan bergelombang. Mempunyai 4 aliran sungai induk yaitu : Sei Kayan 

(576 Km), Sei Pimping (43 Km), Sei Sekatak (72 Km), dan Sei Jelarai (30 Km). 

Secara Administratif Kabupaten Bulungan Terdiri dari 10 Kecamatan, 7 

Kelurahan dan 74 Desa Yaitu: 

51 
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1) Kecamatan Tanjung Selor, terdiri 3 Kelurahan dan 3 Desa 

2) Kecamatan Tanjung Palas, terdiri 4 Kelurahan dan 4 Desa 

3) Kecamatan Tanjung Palas Timur, terdiri 8 Desa 

4) Kecamatan Tanjung Palas Utara, terdiri 6 Desa 

5) Kecamatan Tanjung Palas Tengah, terdiri 3 Desa 

6) Kecamatan Tanjung Palas Barat, terdiri 6 Desa 

7) Kecamatan Bunyu, terdiri 3 Desa 

8) Kecamatan Peso, terdiri I 0 Desa 

9) Kecamatan Peso Hilir, terdiri 6 Desa 

10) Kecamatan Sekatak, terdiri 22 Desa 

b. Gambaran Demografi & Sosbud Kabupaten Bulungan 

52 

Sedangkan data Demografi Kabupaten Bulungan terdiri atas dari Jumlah 

penduduk sebanyak 120.600 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 64.529 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 56.071 jiwa, dengan 

kepadatan penduduk : 9, 15 Jiwa/Km2. Sementara bila dilihat dari kelompok 

umur bahwa penduduk yang berusia 0-14 tahun sebanyak 39.915 atau 33.10 %, 

kemudian yang berusia 15 - 64 tahun sebanyak 77.149 atau 63.97 % dan yang 

berusia 2:1.585 atau 2.93 %. Hal ini berarti bahwa 100 orang Kabupaten 

Bulungan yang masih produktif akan menanggung 51 orang yang belum/tidak 

produktif lagi. 

Adapun Suku asli di Kabupaten Bulungan yaitu : Suku Bulungan, Suku 

Dayak, Suku Tidung.Dilihat dari sudut pandang perekonomian masyarakat 

Kabupaten Bulungan Rata - rata mata pencaharian masyarakat pedesaan di 

Kabupaten Bulungan adalah petani kebun dengan system berpindah - pindah 
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yang di dominasi masyarakat Dayak, pada desa-desa sepanjang bantaran sungai. 

Kondisi ekonomi yang pas-pas ini salah satu factor kurang terpenuhinya sanitasi 

rumah tangga. 

Menurut Sugiarto tingkat kesejateraan rumah tangga petani belum masuk 

kategori sejahtera. Indikasi tersebut disebabkan karena total pengeluaran yang 

terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi pangan. ( bukan makanan ) dan biaya 

produksi yang dikeluarkan rumah tangga lebih besar dari pendapatan. Selain 

petani, masyarakat kabupaten ini juga sebagai kota Administrasi dengan jumlah 

pegawai pemerintahan dan Swasta yang mendominasi jumlah penduduk yang 

ada. 

Partisipasi penduduk us1a sekolah dapat menggambarkan tingkat 

ketersediaan kualitas sumber daya manusia dan aktivitas pendidikan suatu daerah. 

Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf penduduk yang dalam 

hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang 

pemah sekolah, dapat membaca dan menulis hruf latin dan huruf lainya. Di 

Kabupaten Bulungan penduduk yang melek huruf sebesar 75.60 % sementara 

persentase penduduk yang tidak/belum pemah sekolah/belum tamat SD sebesar 

24.40 %. 

2. Dinas Kesehatan 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:75 Tahun 2014 bahwa Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahandaerah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakanurusan pemerintahan 

dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.Dinas Kesehatan Kabupaten adalah 
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unsur pelaksanan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Dinas Kesehatan mempunyai tupoksi melaksanakan urusan Pemerintahan 

Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.Untuk menyelenggarakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 0 Undang-Undang Kesehatan, Dinas 

Kesehatan mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan; 
b) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 
c) Pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan; 
d) Pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, inforrnasi, dan edukasi di bidang 

kesehatan; 
e) Pelaksanaan pelayanan kesehatan; 
f) Pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan; 
g) Pelaksanaan promosi kesehatan danjaminan kesehatan masyarakat; 
h) Pelaksanaan survailans, imunisasi, pencegahan, pengendalian dan 

pemberantasan penyakit menular, dan penyehatan lingkungan; 
i) Pelaksanaan upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat; 
j) Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan usia lanjut; 
k) Pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat; 
I) Pelaksanaan pembinaan tenaga kesehatan; 
m) Pengelolaan farrnasi dan perbekalan kesehatan; 
n) Pengendalian dan pelaksanaan norrna, standar, pedoman, dan petunjuk 

operasional bidang kesehatan; 
o) Pengelolaan UPT; 
p) Penge1olaan kesekretariatan dinas; 

Untuk mengimplementasikan kebijakan program kesehatan langsung 

kemasyarakat maka Dinas kesehatan membawahi Puskesmas dan 

Pustu/Polindes/Poskesdes. Puskesmas inilah yang menjadi ujung tombak 

pelayanan kesehatan di masyarakat dan salah satu kunci keberhasilan program itu 

berhasil atau gagal dilaksanakan. Sebab kedudukan Dinas Kesehatan berada di 

Kabupaten merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
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Daerah untuk menyikapi dan merencanakan setiap adanya Kebijakan dari 

Pemerintah Pusat I Kementrian Kesehatan dan Pemda. 

Demikian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan dalam 

menyikapi Kebijakan Program Kementerian Kesehatan dapat melaksanakan 

kebijakan tersebut dengan mengacu peraturan pemerintah pusat dan peraturan 

daerah Kabupate Bulungan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan memiliki 

wilayah kerja sebanyak I 0 kecamatan dengan 7 Kelurahan serta 64 Desa ( 81 

Desa /Kelurahan). Sedangkan pada garis depan ataupun ujung tobak pelayanan 

kesehatan berada di puskesmas sebanyak 12 puskesmas dengan status tingkatan 5 

Puskesmas Rawat Inap dan 7 Puskesmas masih rawat jalan. Masing puskesmas 

juga memiliki tenaga pelayanan di desa binaan yakni pelayanan diposko 

kesehatan didesa yakni Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Pos Pelayanan Bidan 

Desa (Polindes) dengan spesifikasi distribusi tenaga perawat dan bidan. 

Sementara untuk distribusi tenaga di puskesmas induk terdiri atas Dokter 

(Dokter Umum, Dokter Gigi),Perawat,Bidan,Farmasi,SKM,Analis, Sanitarian, 

Ahli Gizi, Perawat gigi, serta tenaga lainya yang dianggap dapat menunjang 

pelayanan di puskesmas baik pelayanan promotif,preventif maupun kuratif. 

42818.pdf 



SEKRETARIS 

Bagan 4.1. Strutur Dinas Kesehatan 

KEPALA DINAS 

Kasubag 
Perencanaan 
Program dan 
Keuangan 

Bidang Kesmas Bidang Yankes Bidang SOK 

1. Seksi 1. Seksi 1. Seksi 
Promkes Yanl<esdas Farmamin 

2. Seksi KIA 2. SeksiYankes. 2. Seksi JKN 

3. Seksi Bina Khusus 3. Seksi 

Gizi 3. Seksi Yankes 
Sarpras 
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Kasubag Umum 
Perlengkapan, 
Kepegawaian 

Bidang PMK 

1. Seksi P2P 
2. Seksi 

Wabah & 
Bencana 

3. Seksi 
Penyehatan 
Linkungan 

UPT. GFK UPT.LABKESDA 

PUSTU POSKESDES 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

B. Hasil PeneJitian 

1. Proses lmplementasi Kebijakan STPB (Pilar Stop Buang Air Besar 
Sembarangan) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari 

kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi 

akan mengalami banyak masalah.Ada tiga bentuk sikap/respon implementor 

terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk 
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merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon 

terse but. 

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun 

seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena 

mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi 

mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan 

para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. 

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi 

prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung 

program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan 

karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup 

guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung 

dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. 

" ............. .Implementasi kebijakan program STBM ini dilaksanakan dengan 
adanya sistem. Sistem inilah yang bekerja, baik antar bidang maupun antar 
seksi yang lainya saling membantu dan bekerja bersama-sama sehingga 
lahirlah kinerja Dinas.Kita mengharapkan yang namanya Program STBM ini 
bukan hanya diketahui dan dikerjakan oleh bidang dan seksi tertentu saja, 
melainkan dapat diketahui semua yang berada di Dinas Kesehatan ini minimal 
sehingga dapat bercerita kepada orang lain bahkan Jintas sektor sekalipun dan 
dimanapun dia berada". (Wawancara dengan Ibu dr. Hj. Aryani Arsyad, 
M.Kes I Kepala Dinkes Kah. Bulungan, April 2016) 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 

kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 

demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi 
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atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga 

implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. 

"............... Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan seme~jakdiluncurkan 

kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada tahun 2008, 
Kabupaten Bulungan itu mengambil keputusan atau mulai melaksanakan 
pada tahun 2009. Kita mengambil strategi dari 5 pilar yang dilaksanakan di 
Kabupaten Bulungan, kita mencoba 2 pilar utama yang berproses. Untuk 
Kabupaten Bulungan pilar pertama yaitu Stop BABs itu strategi yang 
diambil. Bidang PMK khusunya Seksi Penyehatan Lingkungan berkomitmen 
sangat tinggi untuk rnelaksanakan program STBM khususnya pilar pertama 
Stop BABs. Dan kita punya Strategi bahwa setiap tahun masing-masing 
puskesmas harus bisa rnerubah perilaku masyarakat yang biasanya BAB 
sembarangan menjadi BAB di jamban". (Wawancara dengan Bapak drg. 
Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. Bulungan April 2016) 

a. Komunikasi dalam mengimp/ementasi kebijakan program STBM Pilar Stop 
BABspada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks 

dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau 

menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan 

melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, 

siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui 

apakah mereka dapat melakukannya. 

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel 

dan hams mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan 

kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan 

spesifikasi kebijakan sebenamya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang 

akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan 

mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan basil yang 
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optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius 

mempengaruhi implementasi kebijakan. 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan 

proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) 

kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) (Widodo, 2011 :97). Widodo 

kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku 

kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, 

arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat 

mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta 

sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. 

" ................ Komunikasi Program STBM yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan itu dalam bentuk Formal dan informal, sebab dahulu program 
STBM itu hanya menjadi pekerjaan kesling bahkan tidak diketahui oleh yang 
lain, sekarang kita berusaha meruntuhkan tembok-tembok pemisah satu 
dengan yang lainya, sehingga yang namanya STBM diketahui semua yang 
ada di Dinas kesehatan minimal sehingga dia bisa bercerita keluar bisa 
bercerita kekawan-kawanya, bisa bercerita lintas program bahkan lintas 
sektor." (Wawancara dengan lbu dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala 
Dinkes Kab. Bulungan, April 2016 ) 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi 

penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan 

konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar 

informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada 

kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar 

informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan 

42818.pdf 



60 

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang 

terkait dalam implementasi kebijakan. 

Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang 

disampaikan hams konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana 

kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. 

" ............... komunikasi itu kita lakukan bahkan setiap orang yang datang 
ketempat saya, saya selalu bercerita tentang STBM agar mereka ketahui". 
(Wawancara dengan lbudr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes/Kepala Dinkes Kab. 
Bulungan, April 2016) 

Komunikasi pada lmplementasi Kebijakan Program STBM di Dinas 

Kesehatan salah adalah merupakan kunci penyampaian kepada masyarakat, agar 

mendapat respon positifkepada masyarakat. Komunikasi lintas program sangatlah 

diharapkan sebelum pada tatanan lintas sektor terkait. Salah satu bentuk 

komunikasi yang efektif yakni memperbanyak sosialisasi dan advokasi kepada 

stake holder setempat serta melakukan penyampaian melalui media KIE dengan 

sasaran yang tepat. 

" ................. Dari Advokasi yang kita laksanakan di Pemerintah Kabupaten 
Bulungan kepada Kepala Daerah, ketua DPRD, tokoh Masyarakat, ini kita 
sangat didukung dan sangat luar biasa. Akhimya dari komitmen kepala 
daerah kita diperintahkan untuk melaksanakan program STBM dan kita 
langsung sosialisasi kemasyarakat melalui Puskesmas dan Kecamatan". 
(Wawancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. 
Bulungan, April 2016 ). 

Penerapan ini masih dianggap kurang jika tidak dibarengi dengan kekuatan 

dan dorongan dari semua pengambil kebijakan di daerah. Selanjutnya folowup 

juga hams terns dilaksanakan agar imlelmetasi kebijakan program STBM ini tidak 

hanya sekadar slogan pada saat Sosialisasi serta penyampaian melalui 

mediaKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). 
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Tabel 4.1. Penyelenggaraan Sosialisai dan Advokasi STBM Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulungan 

Sosialisasi dan Advokasi Program 
STBM Kabupaten Bulungan 
Work Shop STBM Kabupaten BulWJgan 

Rapat Tindak lanjut Program STBM 

R~t Penetapan . Rencana Strategi 
Pro·. STBM Kabupaten Bulungan 
Rapat dan Evaluasi Program MDGs I 
STBM Kabupaten Bulungan 

Gedung Darmawanita 2009 
Tanjung Selor 
Kantor Serbaguna Bupati 2010 
Bulun an 
Aula Pertemuan Dinas 2010 
Kesehatan Kabupaten 
Bulun an 
Aula Dinas Kesehatan 2010 
Kah enBulungan 
Aula Dinas Kesehatan 2011 
Kabupaten Bulungan 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Tabel 4.2.Sosialisasi dan Advokasi dan Pengembangan Petugas Sanitarian 
pada Program STBM. 

Sosialisasi dan Advokasi Program STBM Aula Dinas Kesehatan 2009 
Kabupaten Bulungan terhadap Ke pal a kabupaten Bulungan 
Puskesmas dan Petugas Sanitarian 
TOT Program STBM Aul a Dinas Kesehatan 2009 

Kabupaten Bulungan 
Pelatihan Fasilitator Program STBM Au la Dinas Kesehatan 2009 
Kabupaten Bulungan kabupaten Bulungan 
Pelatihan Leader daQ Team Pemicuan Aul a Pertemuan Dinas 2010 
STBM KabupatenBulungan Kesehatan Kabupaten 

Bulungan 
Pelatihan Petugas Sanitarian dalam Aul a Dinas Kesehatan 2011 
kerangka percepatan Program STBM Kabu aten Bulungan 
Pertemllan Petugas.sallitarian dalam Rangka Au la Dinas Kesehatan 2012 
Evaluasi Program STBM Kabupaten Bulungan 

Pelatihan Web dan SMS STBM bagi Aula Dinas Kesehatan 2013 
Petugas Sanitarian Kabupaten Bulungan 

Pelatihan Web dan SMS STBM bagi Aul a Dinas Kesehatan 2014 
Petugas Sanitarian Kabupaten Bulungan 

Pelatihan Web dan SMS STBM bagi Aula Din as Kesehatan 2015 
Petugas Sanitarian Kabupaten Bulungan 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Upaya - upaya promosi dan mengimplementasikan kebijakan program 

STBM yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan antara lain 
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pembuatan spanduk-spanduk, penyebaran informasi melalui media cetak ( koran 

lokal, leaflet dan stiker-stiker STBM. 

1 
2 
3 
4 
5 

" ........... Untuk komunikasi kebijakan program STBM di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan yaitu dengan cara pendekatan kepada tokoh masyarakat 
serta advokasi lintas program dan satker. Selain kegiatan promosi 
penyampaian kebijakan kepada masyarakat melalui media cetak maupun 

pembuatan spanduk-spanduk. Kemudian kita juga telah melakukan sosialisasi 
ke tingkat kecamatan -kecamatan yang ada dan dilanjutkan puskesmas 
melaksanakan sosialisasi ke tingkat desa". (Wawancara dengan Bapak 
Suratma, SE I Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kab. Bulungan, Maret 
2016). 

Tabel 4.3 Bentuk - bentuk Komunikasi Informasi Edukatif (KIE) Program 
STBM Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

MediaCetak Koran Lokal 
Cetak Leafleat I Pamfleat 
Cetak Stiker 
Pembuatan Spanduk 
Pembuatan Baliho 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Sementara fokus Implementasi Kebijakan Program STBM ini dilaksanakan 

secara bertahap dan sesuai sesuai urutan pilar STBM yakni : 

a. Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan 

b. Pilar Cuci Tangan Pakai Sabun 

c. Pilar Pengelolaan Air Mium Rumah Tangga 

d. Pilar Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

e. Pilar Pengelolaan Limbah Rumah Tangga 

" ................. Langkah awal pelaksanaan program ini kita mulai dengan 
kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan Program STBM terutama 
pilar satu Stop BABs, jadi saat ini kita konsen pada pilar yang pertama 
terlebih dahulu sebelum melangkah pilar yang kedua dan seterusnya. Sebab 
bila kita mengerjakan semua pilar dengan keburu-buru maka tidak akan 
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membuahkan hasil.Selanjutnya fokus pelaksanaan Pilar pertama Stop BABs 

pada STBM ini juga didasari masih banyaknya jumlah masyarakat yang 

belum memiliki akses sanitasi yang layak/jamban keluarga".(Wawancara 
dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. Bulungan, April 
2016). 

Tabel 4.4 Data Progres Penduduk dengan Akses sanitasi yang layak 
(Jamban Keluarga di Kabupaten Bulungan 

45.560 46.789 48.305 49.506 50.005 56.205 100.570 
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Tabel 4.5 Data Penduduk dengan Akses sanitasi yang layak (Jamban 
Keluarga di Kabupaten Bulungan 

.Jl \IL-\11 
Pf.\Dl Dl h: Of.\C \\ 

Pl sl..:ES\I \S \h:SES S \\IT \SIU.\ -\h: 
\0 PE\Dl IH K 

~~ 
I 2 3 4 5 

1 Long Bia 4.981 4.316 86,65 

2 Long Bang 4.004 2.811 70,20 

3 Tanjung Palas 12.874 12.367 96,06 

4 Antutan 3.237 2.701 83,44 
5 LongBeluah 6.695 5.521 82,46 

6 Tg. Palas Utara 10.291 10.229 99,40 

7 Tanah Kuning 9.887 6.987 70,67 

8 Tanjung Selor 40.936 33.917 82,85 

9 Bumi Rahayu 4.372 4.076 93,23 

10 Salimbatu 8.634 4.969 57,55 

11 Sekatak 10.676 3.438 32,20 
--

12 Bunyu 12.794 9.238 72,21 

13 Jumlah 129.381 100.570 77,73 

Sumber: DinasKesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Harapan dengan pelaksanaan STBM ini dapat memberikan peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat dengan adanya perubahan perilaku terutama 
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perubahan BABs. Jadi kita mengutamakan kualitas dan bukan sekedar mengejar 

kuantitas pencapaian program. 

" ............. .ini kita lakukan berdasarkan pilar-pilar STBM yang ada, hal yang 

tidak logis kita lakukan dengan melaksanakan semua pilar-pilar dengan 

kondisi memaksakan namun hasilnya tidak berkualitas. Disini kita tidak 
mengejar kuantitas pencapaian program melainkan kualitas dari output 

sebuah program/kegiatan. Selanjutnya Proses pelaksanaan kebijakan STBM 

ini kita juga mengikuti prosedur yang ada dilapangan kita menyampaikan 

kegiatan ini maksud dan tujuan pelaksanaan yang hasilnya dapat dirasakan 

masyarakat secara langsung menyangkut derajat kesehatan masyarakat". 
(Wawancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. 

Bulungan, April 2016) 

" ........... .terkait program STBM dengan lima pilar ini kami di Kabupaten 

Bulungan mefokuskan pilar STOP Buang Air Besar Sembarangan atau Desa 

ODF, ha! ini karena salah satu banyaknya penyakit yang ada dimasyarakat 
adalah kerena buang air besar sembarangan hingga menyebabkan diare, dan 

angka diare ini melebihi 100 % . kemudian terkait komunikasi dalam 

Implemtentasi Program STBM ini saya sebagai kepala puskesmas 

menginstruksikan kepada tenaga sanitarian sebagai kooordinatornya, untuk 

melakukan koordinasi pelaksanaan pemicuan STBM. Selanjutnya kita 
menginformasikan kepada petugas pustu dan petugas pustu inilah yang akan 

menyapaikan informasi STBM kemasyarakat". (Wawancara dengan Ibu 

drg.Hajar Hijriyatun/Kepala Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016). 

Dalam pencapaian program STBM pada kondisi tertentu diperlukan 

perhatian pemerintah sepertihalnya kondisi masyarakat yang tinggal diatas 

permukaan tanah berawa/berair sehingga tidak memungkinkan untuk membuat 

WC. 

b. Sumber daya pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan program 
STEM Pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program 

dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang 

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam 

melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian 
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dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam 

pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat 

diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas 

pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana 

dan sarana prasarana. 

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi Uumlah dan kemampuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempuma karena mereka 

tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana 

kebijakan terbatas maka hal yang hams dilakukan meningkatkan skill/kemampuan 

para pelaksana untuk melakukan program. 

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan 

kinerja program. lnformasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan 

kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana earn 

menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan 

apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan 

kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. 

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang 

diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan 

bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti 

pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja 

sehingga menimbulkan inefisien. 

Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu 

terhadap peraturan pemerintah yang ada.Sumberdaya lain yang juga penting 
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adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, 

kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, 

pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. 

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus 

terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini 

mustahil program dapat berjalan.(Sumber : George III Edward :implemeting 

public policy, 1980) 

" .................. Program STBM adalah ilmu, dan ilmu harus diterapkan 
dimasyarakat dengan 5 pilar STBM tersebut, ilmu itu banyak yang diketahui 
oleh tenaga teknis. Kita terbatas pada tenaga teknis sanitarian di Dinas 
Kesehatan pun hanya satu, yang lain bukan tenaga teknis sanitarian demikian 
juga di puskesmas tidak semua puskesmas itu ada tenaga sanitarian, ada 
perawat,SKM,bidan dll. Itu semua membatasi mereka untuk mencapai 
tujuanya, karena ada hal-hal yang sifatnya teknis tidak dimilikinya sehingga 
agak sulit melakukan perubahan-perubahan teknis perilaku yang dimiliki oleh 
tenaga teknis tapi tidak dimiliki oleh tenaga yang lain".( Wawancara dengan 
lbu dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 
2016) 
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Tabel 4.6. Data Jumlah Dan Jenis Tenaga Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

S l Kedokteran 28 

S 1 Kedokteran Gigi 10 

S I Kesehatan Masyarakat 26 

S I Profesi Apoteker l1 

S I Farmasi 18 

D 3 Farmasi 9 

SMF 5 

S 1 Profesi Ners 6 

S 1 Keperawatan 4 

D ill Keperawatan 1.69 

SPK 8 

S I Gizi 2 

D III Gizi 14 

D IV Kebidanan 2 

D III Kebidanan 124 

SPPB 2 

D ill Kesebatan Lingkungan 11 

SPPH 1 

D III Analis Kesehatan 12 

SMAK I 

D III Analis Kimia 

D III Keperawatan Gigi 8 

SPRG 4 

D Ill Radiologi 2 

D III Teknik Elektromedik I 

JUMLAH 483 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 
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" ......... sebaran Tenaga Sanitarian di Puskesmas saat ini belum merata, 
sehingga pelaksanaan program belum Maksimal. Sementara tenaga Iain diluar 

sanitarian hanya sebatas diperbantukan untuk menjalankan program kesling 
namun tenaga tersebut Iebih cenderung mengutamakan tindakan kuratif 

sesuai dengan profesinya". (Wawancara dengan Bapak Suratma, SE I Kasi 
Penyehatan Lingkungan, Maret 2016) 

Tabel 4.7 Sebaran Tenaga Sanitarian di Puskesmas berdasar Jumlah Desa Binaan 

No Puskesmas I PK~I .Jumlah Desa .Jumlah Tenaga 
Binaan Sanitarian 

l PKM TanJung Selor 6 2 
' 

2 PKM Bumi Rahayu 3 2 

3 PKM Tanah Kuning 
'< 

8 I 

4 PKM Tanjung Palas 6 1 

s PKMAntutan ··2 I 
·' 

6 PKM Pimping 6 2 

7 PKM Sekatak 22 0 

8 PKM Bunyu 3 1 

9 PKM Long Bang 6 0 

10 PKM Long Beluah 6 1 

11 PKM Long Peso 10 l 
· ... 

12 PKM Salimbatu 3 0 

Jumlah 81 12 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Sumber daya di atas jika dalam pelaksanaan Program STBM ini semuanya 

diberdayakan maka tidak menutu kemuungkinan kebijakan peogram STBM dalam 

implementasinya dapat tercapai sesuai target, hanya haja meanset pada jenis dan 

jumlah tenaga sebagai sumber daya diatas masih menggunakan paradigma yang 

lama. Setiap kebijakan program yang ada maka implementasi dilapangan 

berdasarkan disiplin ilmu yang ada sebab masing disiplin ilmua tersebut memiliki 

tupoksi yang berbeda-beda. 
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Sementara di lapangan fokus konsentrasi pelaksanaan Program STBM ada 

tenaga sanitarian. Dengan melihat jumlah tenaga sanitarian tersebut maka tidak 

dapat dipungkiri hasil yang didapat belum optimal dengan cakupan wilayah yang 

banyak, topografi daerah yang rumit serta knowledge masyarakat pedesaan masih 

dibawah rata-rata belum lagi karena faktor ekonomi,sosial dan kultur yang ada. 

Berikut ini gambaran pencapaian desa ODF dengan jumlah desa Binaan per 

Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan tertuang dalam tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Data Puskesmas (Sarana Kesehatan)dengan Jumlah Desa Binaan 
dan Jumlah Desa ODF. 

2 PKM Bumi Rahayu 3 

3 PKM Tanah Kuning 8 3 

4 PKM Tanjung Palas 6 4 

5 PKMAntutan 2 0 

6 PKMPimping 6 5 

7 PKMSekatak 22 5 

8 PKM Bunyu 3 

9 PKM Long Bang 6 0 

10 PKM Long Beluah 6 0 
-

11 PKM Long Peso 10 10 

12 PKM Salimbatu 3 I 

Jumlah 81 32 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

Dalam mengimplementasikan Kebijakan Program STBM selain dukungan 

sumber daya manusia (tenaga) juga dibutuhkan anggaran pendukung kebijakan 

STBM ini.Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan 
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individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.Sumberdaya lain yang juga 

penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, 

kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, 

pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. 

" ................ sementara ini dana operasional berada di puskesmas bahkan ada 
juga di dinas hanya saja saat ini dana kita masih terbatas untuk pencapaian 
program". (Wawancara dengan Ibu dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala 
Dinkes Kab. Bulungan, April 2016 ) 

" .............. Sementara ini kita menganggarkan atau mengusulkan beberapa 
sumber anggaran dari APBD maupun dari dan BOK untuk puskesmas 
walaupun tidak seratus persen". (Wawancara dengan Bapak Suratma, SE I 
Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kab. Bulungan, Maret 2016) 

" ............. Terkait Sumber daya manuasia dalam Implemtentasi Program 
STBM ini saya sebagai kepala puskesmas menginstruksikan kepada tenaga 
sanitarian sebagai kooordinatomya. . Untuk sumber daya manusia ini kami 
masih kurang dan masih membutuhkan tenaga lain untuk mendukung 
tercapaianya desa ODF. Sementara sumber daya lainya seperti dana kami 
masih berkurang dan terbatas meskipun sudah dialokasikan pada tahun-tahun 
sebelumnya". (Wawancara dengan Ibu drg. Hajar Hijriyatun I Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016 ) 

c. Sikap/Komitmen dalam mengimplemetasikan kebijakan program STEM pilar 
Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan 

penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan 

atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan 

misalnya komitmen yang tinggi. sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana 

kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan 
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" .............. Jelas semua keberhasilan program itu harus didasari komitmen 

yang kuat terlebih dahulu. Siapa komitmen yang diharapkan adalah puncak 

pimpinan dalam ha! ini adalah Bupati. Jika Bupati Kuat Komitmenya tentu 

kebawah juga kuat komitmenya, akan tetapi walaupun bupati sudah kuat 

komitmenya jika kebawah ada leg penerima pesan yang salah diterima oleh 
kepala SKPD maka tidak akan sampai kesasaran. Selanjutnya meskipun 

sudah kuat komitmen belum tentu sampai I 00 % kalau tidak ada kerjasama 

lintas sektor, dan masih ada ego sektor tetap berkembang maka tujuan 

pembangunan tidak tercapai sesuai tepat waktu. Kemudian masalah SDM 

paham tentang tanggung jawabnya". ( Wawancara dengan lbu dr. Hj. Aryani 

Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kah. Bulungan, April 2016 ) 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi 

tidak akan terlaksana dengan baik. 

" ............. Untuk komitmen kepala-kepala puskesmas tergantung, ada kepala 
puskesmas yang memiliki komitmen yang kuat dan dibaca tenaga sanitarian 

itu akan nyambung dan cepat sekali. Dan ada juga kepala puskesmas sudah 
kuat komitmennya jika petugas sanitarian melempam nda bisa juga apa-apa. 

Dan bahkan ada juga petugas sanitarian tapi sangat luar biasa kepala 

puskesmas melempam artinya masih kurangnya koordinasi dan komitmen 
yang sama. Sementara jika semua camat memiliki komitmen yang sama pasti 

akan tercapai 100 % desa ODF, hanya saja mungkin saja ada camat yang 

kurang paham tentang program ini. Bahkan boleh jadi proses penyampain kita 
yang masih kurang dipahami oleh masyarakat". (Wawancara dengan Ibu dr. 

Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 2016) 

Menyikapi Kebijakan program STBM komitmen kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan sangatlah diharapkan demi pencapaian program ini. 

Selanjutnya komitmen Kepala Puskesmas serta kepala Desa dan tokoh masyarakat 

juga harus sejalan agar dapat mengatasi dan mencari solusi pencapaian program 
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STBM. Demikian juga dengan sikap petugas dilapangan senatiasa menyatukan 

pendapat untuk mengejar Gold dari Kebijakan Program STBM di lapangan. 

" .............. Sikap dalam mengimplementasikan kebijakan program STBM yaitu 
dengan mendorong tercapaianya keberhasilan program STBM dalam 
menciptakan Srategi kemandirian masyarakat dengan cara pendekatan 
terhadap tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang belum memahami 
tentang STBM melalui sosial budaya. Selama ini program tersebut kurang 
didukung karena mungkin belum memamahami terutama sektor lain yang 
sebenamya terkait, mudah-mudahan dikemudian hari dukungan ini seratus 
persen". (Wawancara dengan Bapak Suratma,SE I Kasi Penyehatan 
Lingkungan Dinkes Kab. Bulungan, Maret 2016 ) 

" ............ Karena merupakan program yang sangat bagus sekali terhadap 
kebijakan ini kita menginginkan kesehatan masyarakat ini tercapai kami 
sangat mendukung pencapaianya dengan sumber daya yang ada, dan siap 
melaksanakanya."(Wawancara dengan Ibu drg.Hajar Hijiyatun I Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016) 

Oleh karena sikap yang masih banyak bersifat apatis terhadap kebijkan 

program STBM inilah menurut peneliti salah satu faktor pencapaian program 

STBM di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan pada tahun 2015 belum tercapai. 
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Hal ini dengan melihat tren perkembangan Desa ODF I Desa Stop Buang Air 

Besar Sembarangan di Kabupaten Bulungan dapat penulis perlihatkan melalui 

bagan dan tabel dibawah ini. 

Bagan 4.2. Data Trend Perkembangan Desa ODF Kabupaten Bulungan 

Tabel 4.9. Daftar Nama Desa ODF per Tahun Kabupaten Bulungan 

2 3 
.. tong Pelban,Long Ylin,Long Buang,Long 

I 2Ql0 Lian,Muara Pangean,Long Peso,Long 10 
Leju,Lepak Aru,Long Lasan,Long Bia. 

2 2011 Bunii Rahayu,Ardi Muliyo,Ta:n·ung Palas Hutu 3 

Tanjung Palas Tengah, Metun Sajau, Silva 
3 2012 }lahayu, Bunyu Timur, Ambalat, Kriting, 8 

Kendari, Bamban . 

4 2013 Karang Anyar. 1 

5 2014 
Gunung Putih, Ruhui Rahayu, Panca Agung, 

4 
KarangAgung~ 

6 2015 
Gunung Seriang, Teras Baru, Klubir, Sajau Pura, 

5 
Punan Dulau, Turon 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 
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Selain data tren perkembangan desa ODF diatas, penelitia juga menyajikan 

data desa yang telah melakukan pemicuan dan belum menyatakan sikap menjadi 

desa ODF atau desa Stop Buang Air Besar Sembarangan. Hal ini karena desa 

tersbut masih terdapat rumah yang belum memiliki jamban atau perilaku 

masyarakatnya masih Buang Air Besar sembarang baik di kebun,sungai, hutan 

dll. 

Tabel 4.10. Data Desa yang telah dilakukan pemicuan STBM 

No Puskesmas I PKM Desa Yang telah .Jumlah Desa 
Pemicuan STBl\I Telah di Picu 

,. '· ng' eor ·· .:JDJUilg eor nnur 
'",'.(:,',--~(· ' .. :•,~.,-.. :<-· .:-~ 

1 PKMT~ S l T S I Ti I 

2 PKM Bumi Rahayu Gunung Sari, Apung 2 

3 PK,M 'f anali· Kuning· Wono Muliyo, I 
· ... : .... . .· .. 

4 PKM Tanjung Palas Tanjung Palas Hilir, Teras 2 
Nawang 

5 PKMAntutan Pejalin, Antutan 2 . .., .. 

6 PKMPimping Pimping 1 

7 PKMSekatak 

8 PKMBunyu Bunyu Barat, Bunyu 2 
Se Iatan 

9 PKM Long Bang Long Bang, Long Lembu, 4 
Long Bang Hulu, Long 

Bang Hilir 
10 PKM Long Beluah Long Beluah, Long Sam, 4 

Long Pari, Mara Hilir 
11 PKM Long Peso - -
12 PKM Salimbatu Salimbatu I 

Jumlah 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 20 I 6 

Sementara sikap kepala Desa setempat telah menyatakan akan membantu 

program ini agar semua masyarakat diwilayah desa tersebut dapat terbebas dari 

pencemaran tinja dari perilaku BAB. Sebab salah satu faktor yang mempengaruhi 

derajat kesehatan masyarakat adal perilaku. 

t 
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Selanjutnya tingkat kebutuhan masyarakat akan kepemilikan jamban ini 

masih jauh dari harapan dikarenakan faktor ekonomi dan pola pikir yang masih 

kolot meskipun kebutuhan sandang,pangan,pappan adalah suatu kebutuhan 

manusi yang harus dipenuhi. 

" ............ sikap kami di desa mendukung program STBM ini namun kondisi 
daerah kami yang memungkinkan tidak dapat membuat WC sehingga 
komitmen dari pemerintah juga sangat kami harapkan untuk mencari solusi 
terhadap daerah kami seperti ini I daerah rawa dan berair". (Wawancara 
dengan Bapak Yohanes I Tokoh Masyarakat, Maret 2016) 

Dengan adanya faktor kemanjaan masyarakat terhadap program pemerintahh 

inilah sebagian desa diwilayah Kabupaten Bulungan, meskipun sudah dilakukan 

berbagai pendekatan STBM tetap juga belum merubah perilaku masyarakat untuk 

BAB, belum lagi dengan kondisi dan kultur daerah yang rawan banjir, serta rawa 

yang memungkinkan perubahan perilakku tersbut membutuhkan perhatian dan 

sikap pemerintah untuk membantu pembuatan septitank Komunal. 

" .............. Jujur saja kami sampaikan meskipun kami komitmen melakukan 
perubahan perilaku untuk tidak BAB sembarangan lagi, tapi bagaimana 
dengan setelah BAB di WC jika Sarana Air Bersih tidak ada". ( Wawancara 
dengan Bapak Danit I Tokoh Masyarakat, Maret 2016 ). 

Selain itu faktor ketersediaan Sarana Air bersih juga dituntut sikap 

pemerintah untuk memikirkan keinginan masyarakat, dalam hal ini perubahan 

perilaku masyarakat. 

d. Birokrasi dalam mengimplementasikan kabijakan Program STEM pilar Stop 
BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 
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miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Hom dan Van Meter menunjukkan 

beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam 

implementasi kebijakan, yaitu: 

I. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; 
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan 

proses-proses dalam badan pelaksana; 
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara 

anggota legislatif dan eksekutif); 
4. Vitalitas suatu organisasi; 
5. Tingkat komunikasi "terbuka'', yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal 

maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif 
tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi; 

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan 
atau pelaksana keputusan. 

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para 

implementor mengetahui apa yang hams dilakukan , implementasi masih gagal 

apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan 

dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan 

kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi basil 

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu 

dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. (Sumber : George 

III Edward :implemeting public policy, 1980) 

" ................ Kebijakan dari Kemenkes ini langsung ke daerah terlebih dahulu 
dan dari Bupati kemudian menunjuk SKPD sesuai dengan perananya, 
sementara Dinas Kesehatan sendiri hanya melakukan perubahan perilaku. 
Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit "Water 
bomies"Dan dari Dinas Kesehatan kita menugaskan pada Kabid, kasi dan 
langsung ke Puskesmas".(Wawancara Dengan Ibu dr. Hj. Aryani Arsyad, 
M.Kes I Kepala Dinkes Kah. Bulungan, April 2016 ) 
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Bagan 4.3 Bagan Jalur Komunikasi dan Komando Implementasi Program STBM 
( Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan ) 

( KEPALA DINAS 

~ 
) 

[ KABIDPMK 

~ 
I 

[ KASI PL ) 
~ 

PUSKESMAS 

( DESAI MASY ARAKA T ) 
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 

" ............. Terutama kami diinstrusikan dari Dinas Kesehatan kemudian kami 
berkoordinasi dengan petugas sanitarian dan lintas sektor lainya kami 
berkoordinasi dengan desa dan kecamatan dan selanjutnya ke 
masyarakat."(Wawancara dengan lbu drg.Hajar Hijiyatun I Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016) 

" ............... Kita berpegang pada Kemenkes melalui Dinas Kesehatan dan 
dilanjutkan ke Puskesmas dan Puskesmas yang melaksanakan di desa atau di 
masyarakat". (Wawancara dengan Bapak Suratma SE, Kasi Penyehatan 
Lingkungan Dinkes Kab. Bulungan, Maret 2016) 

2. Faktor Penghambat dalam mengimplementasikan kabijakan Program STBM 
pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah 

halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam 

setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak 

akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. 

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu 
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dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar 

manusia. 

Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal 

yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada 

beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan 

dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.Dalam studi 

kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan 

satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan 

yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta 

daerah atau wilayah yang besar. 

Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi 

lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan 

kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing­

masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga 

walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami 

hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena 

dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Effendi (2000) dan Darwin (1999) bahwa 

ada kebijakan yang mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit 

diimplementasikan, oleh Darwin (1999) ditegaskan "karena itu, salah satu hal 

yang penting dalam studi implementasi adalah bagaimana mengenali tingkat 

kesulitan suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar 

kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi". Pertanyaan yang sama ditegaskan 
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pula oleh Edward II (1980:2) yakni " what are the preconditions for successful 

policy implementation ?". Prakondisi-prakondisi yang dimaksud dapat berupa 

hambatan/kesulitan ataupun pendorong agar kebijakan dapat diimplementasikan. 

Demikian juga dengan Implementasi Kebijakan Program STBM ( Stop BABs) 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan belum tercapai sebagaimana tujuan 

pencapaian MDGs pada tahun 2015, hal tersebut pada proses pelaksanaanya 

masih menemui beberapa hambatan dilapangan sehingga hasil yang diharapkan 

belum sesuai target. Adapun hambatan-hambatan tersebut sebagai berikut: 

a. Komunikasi yang be/um maksimal dalam proses implementasikan kebijakan 
program STBM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

lmplementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran 

yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan 

untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, 

misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Selanjutnya pesan yang 

disampaikan harus jelas kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dengan 

mudah memahami isi kebijakan ini. 

" ............ Mungkin leg pengetahuan atau ada leg of knowledge yakni 
pemahaman kita dengan masyarakat terutama kepala wilayah kecamatan 
demikian juga dengan para aparat desa, dan mungkin cara kita 
menyampaikan kurang dipahami atau masih bertindak seperti "superman" 
atau ketika mereka (Puskesmas) dilapangan membawa bahasa planet, 
sehingga masyarakatnya tidak paham, kita asyik berbicara tapi masyarakat 
juga asyik mendengar tapi mereka tidak tahu apa yang dia dengarkan dan 
tidak paham, sehingga tidak ada perubahan menseat sehingga tidak ada 
perubahan perilaku". (Wawancara dengan lbu Hj. Dr. Aryani 
Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. Bulungan, April 2016) 

" ........... Kemampuan tenaga sanitarian yang ada dalam hal 
mengkomunikasikan serta edukasi kemasyarakat yang belum maksimal, 
sehingga membuat pencapaian program STBM ini belurn sesuai harapan". 
(Wawancara dengan Bapak dr. Lutfi /Kepala Puskesmas Sekatak, Maret 
2016). 
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b. Sumber Daya yang masih kurang dalam proses implementasikan kebijakan 
program STBM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan 

tersebut.Dari segi Dukungan untuk implementasi Kebijakan Program STBM ini 

masih bertolak belakang antara pemerintah dan masyarakat sebab masyarakat 

terkesan dipaksakan untuk membuat jamban untuk melakukan perubahan 

perilaku, hal ini terlihat masih banyaknya desa yang belum mendeklarasikan 

sebagai desa ODF atau masyarakatnya STOP Buang Air Besar Sembarangan. 

Sumber daya manusia merupakan jugafaktor vital yang paling besar pengaruhnya 

dan sebagai penghambat dari lmplementasi kebijakan Program STBM khususnya 

pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ini adalah 

kurangnya tenaga sanitarian di setiap puskesmas yang berperan langsung 

dilapangan sebagai fasilitator di desa-desa. Disamping itu dukungan dana 

operasional yang masih terbatas dari pemerintah daerah dalam mengalokasikan 

anggaran STBM. Sebab pada daerah-daerah tertentu diperlukan operasional yang 

cukup besar untuk menjangkau masyarakatnya. 

" ............... Kita terbatas pada tenaga-tenaga teknis baik di Dinas maupun di 
Puskesmas-puskesmas, bahkan tidak semua puskesmas memiliki tenaga 
sanitarian, dan itu akan membatasi mereka (puskesmas) untuk mencapai 
tujuanya. Hal ini akan menyulitkan secara teknis untuk melakukan perubahan 
perilaku masyarakat".(Wawancara dengan Ibu Hj. Dr. Aryani 
Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kah. Bulungan, April 2016) 

Faktor penghambat lainya dalam hal lmplementasi kebijakan Program 

STBM di Dinas Kesehatan Khususnya pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan 
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dari sisi Sosial Budaya masyarakat Kabupaten Bulungan. Adapun faktor 

penghambat dari segi sosia Budaya tersebut sebagai berikut : 

a) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. 

Dengan adanya keterbatasan dalam pergaulan, dapat dipastikan 

perkembangan ilmu pengetahuan juga akan terlambat. Sebab dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dapat ditempuh di antaranya dengan metode learning by doing. 

Tidak adanya keinginan untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan 

akan mengakibatkan pola pikir yang terbelakang dan ketinggalan zaman, sehingga 

muncul sebuah pandangan miring (stigma) adanya kelompok masyarakat yang 

enggan berubah. 

Demikian juga dengan masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya di daerah 

pedalaman (suku asli), oleh karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya 

pergaulan, membuat lmplementasi kebijakan program STBM dari Dinas 

Kesehatan tidak semudah itu mereka terima, terlebih lagi dengan pilar Stop Buang 

Air Besar Sembarangan. Sementara keseharian mereka berada pada bantaran 

sungai sebagai tempat kehidupan. 

b) Kebutuhan Dasar Kehidupan Manusia (Air) 

Manusia tidak dapat hidup tanpa AIR sebab air adalah sumber kehidupan 

dalam segala aktivitasnya. Sebab air salah penunjang untuk tercapainya pilar-pilar 

lainya di STBM seperti digunakan untuk pilar kedua yaitu Cuci Tangan Pakai 

Sabun (CTPS). 

" .......... Salah satu belum tercapaianya program STBM khususnya Pilar Stop 
Buang Air Besar Sembarangan adalah tidak tersedia Air. Karena kita ketahui 
bersama tidak semua rumah memiliki ketersedian air terutama dari PDAM 
ataupun dari sarana lainya. Karena orang ngapain ngangkut air dari sungai tuk 
BAB dirumah. Lebih baik dia langsung BAB disungai kan lebih 
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praktis".(Wawancara dengan lbu Hj. dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis 
Kesehatan kab. Bulungan, April 2016) 

c) Kebiasaan Masyarakat 

Kebiasaan masyarakat menurut peneliti adalah faktor penghambat paling 

krusial karena faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini paling sulit dilakukan 

perubahan karena minirnnya pengetahuan serta cara pandang yang masih 

tradisional,belum lagi dengan keterbatas ekonomi. Perubahan perilaku untuk tidak 

buang air besar sembarangan pada implementasi kebijakan program STBM ini 

juga mempengaruhi pencapaian tidak masimal. 

" ........... Karena rnasyarakat masih memiliki faktor kebiasaan dan dianggap 
paling gampang dan tidak repot jika BAB di sungai. dengan alasan klasik 
masyarakat bahwa BAB disungai sangat praktis tidak lagi mengeluarkan 
biaya untuk membuat jarnban dan sudah menjadi kebiasaan".(Wawancara 
dengan lbu Hj. dr. Aryani Arsyad, M.Kes/Kadis Kesehatan Kah. Bulungan, 
April 2016) 

d) Karakteristik Wilayah Dinas Kesehatan 

Perlu disadari juga bahwa program STBM (pilar Stop BABs) yang 

mengharamkan subsidi tidak selarnanya dapat dilaksanakan dengan mudah 

bahkan tidak mungking dilaksanakan pada kondisi ekstrim. Prinsip tanpa subsidi 

ini hanya dapat terlaksana ketika biaya pembangunan jamban terjangkau oleh 

masyarakat. Namun pada beberapa lokasi dengan kondisi seperti tingkat 

kepadatan yang tinggi diperkotaan, kondisi fisik yang berupa rawa,tepi 

pantai,daerah cadas, dan daerah air tanah tinggi, mempunyai konsekwensi biaya 

pembangunan yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Wilayah Kabupaten 

Bulungan memiliki karakteristik sungai serta pasa surut laut khusunya didaerah 

pesisir pantai, maka kondisi ini akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk 

tidak mau membuat jam ban. 
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" ........... jelas akan mempengaruhi, karena ada wilayah kita yang pasang surut 
dan tidak mungkin membangun septitank perorangan atau perkeluarga dan 
per rumah, itu tidak mungkin. Dan mungkin saja itu dapat kita bangunkan 
septitank komunal, namun septitank komunal ini biayanya sangat besar 
dana."(Wawancara dengan Ibu Hj.dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan 
kab. Bulungan, April 20 I 6) 

c. Komitmen!Sikap yang masih kurang dalam implementasikan kebijakan 
program STBM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Oleh karena masih belum adanya komitmen semua pengambil kebijakan di 

daerah bahkan kecamatan maupun di desa-desa inilah salah satu menjadikan 

faktor penghambat implementasi kebijakan program STBM pilar Stop BABs Pada 

Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan. 

" ........... karena semua keberhasilan program itu harus didasari komitmen yang 
kuat. Jika semua camat, kepala-kepala desa mempunyai komitmen yang 
sama, maka semua desa pasti akan ODF semua".(Wawancara dengan Ibu Hj. 
Dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. Bulungan, April 2016) 

d Struktur Birokrasi yang masih kurang dalam implementasikan kebijakan 
program STBM pi/ar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Dalam lmplementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 

pilar Stop Buang Air Besar ini jalur komando staf paling bawah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan adalah petugas pustu/polindes di desa namun pada 

pelaksanaanya belum ada perintah langsung ke petugas kesehatan yang ada di 

desa melainkan berpusat pada lingkup puskemas induk. 

" ........... Sejak dicanangkanya kebijakan program STBM ini secara hirarky 
organisasi kita langsung mengintstrusikan kepada Puskesmas, dan dari 
puskesmas semestinya menyambung kembali instruksi ini ke petugas yang 
ada di pustu/polendes desa. Sebab mereka juga mempunyai andil yang besar 
dalam gebrakan program kesehatan, sebab mereka langsung berhadapan 
dengan masyarakat dan lebih paham dengan karakteristik & sosial budaya 
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masyarakat wilayah pedesaan tersebut". (Wawancara dengan Ibu Hj. Dr. 
Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. Bulungan, April 2016) 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

I. Implementasi Kebijakan Program STBM Pilar Stop Buang Air Besar 

Sembarangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. 

Hasil penelitian diatas bahwa Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

dalam upaya pencapaian program MDGs, guna menurunkan angka kesakitan 

masyarakat Kabupaten Bulungan terutama menekan kasus-kasus penyakit 

berbasis lingkungan sebagai akibat buruknya sanitasi masyarakat. Jmplikasi 

program STBM ini dilakukan berdasarkan urutan dari 5 (lima) Pilar STBM 

tersebut. Konsentrasi saat ini masih berada pada pilar pertama yaitu STOP Buang 

Air Besar Sembaranag (Stop BABs). Sebagaimana pemyataan Kabid 

Penaggulangan Masalah Kesehatan ; 

" ............. .ini kita lakukan berdasarkan pilar-pilar STBM yang ada, hal yang 
tidak logis kita lakukan dengan melaksanakan semua pilar-pilar dengan 
kondisi memaksakan namun hasilnya tidak berkualitas. Disini kita tidak 
mengejar kuantitas pencapaian program melainkan kualitas dari output 
sebuah program/kegiatan. Selanjutnya Proses pelaksanaan kebijakan STBM 
ini kita juga mengikuti prosedur yang ada dilapangan kita menyampaikan 
kegiatan ini maksud dan tujuan pelaksanaan yang hasilnya dapat dirasakan 
masyarakat secara langsung menyangkut derajat kesehatan 
masyarakat."(Wawancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK 
Dinkes Kab. Bulungan, April 2016) 

Didalam mengimplemntasikan kebijakan program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat khususya pilar pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan ada 
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beberapa faktor yang mempengaruhi jika merujuk pada konsep implementasi 

George. C Edwrds III yaitu 

a) Komunikasi 

Dalam mentransformasikan kebijakan STBM ini berbagai cara dan metode 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, baik secara langsung 

maupun dengan menggunakan media yang ada. Hal ini terkait dengan pernyataan 

Van Meter dan Van Hom, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif 

ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan 

oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan 

tujuan- tujuan tersebut. (Winamo, 2002:113) 

" ................. Langkah awal pelaksanaan program ini kita mulai dengan 
kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan Program STBM terutama 
pilar satu Stop BABs, jadi saat ini kita konsen pada pilar yang pertama 
terlebih dahulu sebelum melangkah pilar yang kedua dan seterusnya. Sebab 
bila kita mengerjakan semua pilar dengan keburu-buru maka tidak akan 
membuahkan hasil.Selanjutnya fokus pelaksanaan Pilar pertama Stop BABs 
pada STBM ini juga didasari masih banyaknya jumlah masyarakat yang 
belum memiliki akses sanitasi yang layak/jamban keluarga".(Wawancara 
dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. Bulungan, April 
2016). 

Kegiatan penyampaian Program STBM lainya yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan yakni pendekatan Advokasi dengan kelompok 

sasaran lintas sektor SKPD terkait dengan beragam kegiatan dalam bentuk 

Advokasi. 
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Tabel 4.11 Data Bentuk Penyampaian Infonnasi Program STBM 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 

NO KEGIATAN Ket 
1 2 3 
1 Sosialisasi dan Advokasi 
2 Penyuluhan Puskesmas-Puskesmas 
3 Pembuatan Spanduk & Baliho 
4 Pembuatan Leafleat STBM 
5 Pembuatan Stiker STBM 

6 Pemicuan STBM 

7 Verivikasi Desa ODF 

8 Deklarasi Desa ()DF ·. ·. 

Sumber: Dinos Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 
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Setelah sosialisasi dan Advokasi diatas langkah selanjutnya dilakukan 

penyuluhan-penyuluhan program STBM, sementara untuk pilar Stop Buang Air 

Besar Sembarangan dilakukan dengan cara dan metode pemicuan di lapangan 

oleh Fasilitator STBM dalam hal ini petugas Sanitrian Puskesmas. 

b) Sumber Daya 

Komponen sumberdaya ini meliputijumlah staf, keahlian dari para pelaksana, 

infonnasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya 

kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana 

yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai 

untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 

Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) 

berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempuma karena mereka 

tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana 

kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan 

para pelaksana untuk melakukan program. 
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Demikian juga dengan proses mengimplementasikan program Sanitasi Total 

Berbasi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan di butuhkan 

tenaga sanitarian disetiap puskesmas agar dapat mengkafer pelaksanaan program 

dilapangan, sebab kebijakan STBM pada pilar Stop Buang Air Besar 

Sembarangan merupakan tindakan preventif untuk melakukan prilaku masyarakat 

untuk tidak buang air besar sembarangan. Harapan dapat berhasilnya program 

STBM ini dengan menempatkan seluruh puskesmas mempunyai tenaga sanitarian 

meskipun hanya satu orang, namun kenyataanya hampir beberapa puskesmas 

tidak memiliki tenaga sanitarian. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

" ......... Sebaran Tenaga Sanitarian di Puskesmas saat ini belum merata, 
sehingga pelaksanaan program belum Maksimal. Sementara tenaga lain dHuar 

sanitarian hanya sebatas diperbantukan untuk menjalankan program kesling 
namun tenaga tersebut lebih cenderung mengutamakan tindakan kuratif 
sesuai dengan profesinya". (Wawancara dengan Bapak Suratma, SE I Kasi 
Penyehatan Lingkungan, Maret 2016) 

Tabel 4.12Jumlah Tenaga Sanitarian & Status Ke 

PKM Tanjung Selor 3 1 2 

PKMBumi Rahayu. 2 1 1 

PKM Tanah Kuning 1 1 0 

PKM Tanjung Palas 1 1 0 

PKM Antutan 1 1 0 

PKMPimping 2 1 1 

PKM Sekatak 2 1 1 

PKM Bunyu 1 1 0 

PKM Long Bang 1 0 1 

PKM Long Beluah 1 1 0 

PKM long Peso 1 1 0 

PKM Salimbatu 0 0 0 

Jumlah 16 11 6 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 2016 
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Selain faktor sumber daya manusia (tenaga sanitarian) dalam 

mengimplementasikan program Stop Buang Air Besar Sembarangan juga 

dibarengi dengan alokasi budget dan sarana pendukung namun ketersediaan dana 

pada Dinas Kesehatan masih terbatas serta masih kurangnya sarana operasional 

lain ya. 

c) Sikap 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat 

kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi 

tidak akan terlaksana dengan baik. 

" .............. Jelas semua keberhasilan program itu hams didasari komitmen 
yang kuat terlebih dahulu. Siapa komitmen yang diharapkan adalah puncak 
pimpinan dalam hal ini adalah Bupati. Jika Bupati Kuat Komitmenya tentu 
kebawah juga kuat komitmenya. akan tetapi walaupun bupati sudah kuat 
komitmenya jika kebawah ada leg penerima pesan yang salah diterima oleh 
kepala SKPD maka tidak akan sampai kesasaran. Selanjutnya meskipun 
sudah kuat komitmen beium tentu sampai I 00 % kalau tidak ada kerjasama 
lintas sektor, dan masih ada ego sektor tetap berkembang maka tujuan 
pembangunan tidak tercapai sesuai tepat waktu. Kemudian masalah SDM 
paham tentang tanggung jawabnya".( Wawancara dengan lbu dr. Hj. Aryani 
Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kah. Bulungan, April 2016 ) 

Implikasi Kebijakan Program STBM pada pilar Stop Buang Air Besar 

Sembarangan menuntut adanya komitmen kuat dan persepsi yang sama pada 

level puskesmas, kecamatan dan desa. Namun kenyataanya komitmen tersebut 

masih dianggap belum sepenuhnya ditanggapi serius beberapa kecamatan dan 

kepala-kepala desa yang ada. 
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d) Struktur Birokrasi 

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para 

implementor mengetahui apa yang hams dilakukan , implementasi masih gaga) 

apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan 

dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan 

kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil 

implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu 

dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. (Sumber : George 

III Edward :implemeting public policy, 1980) 

Proses Implementasi Kebijakan Program STBM ini pada Dinas Kesehatan 

dilakukan berdasarkan hirarki jalur komando pada struktur organisasi Dinas 

Kesehatan kabupaten Bulungn 

" ................ Kebijakan dari Kemenkes ini langsung ke daerah terlebih dahulu 
dan dari Bupati kemudian menunjuk SKPD sesuai dengan perananya, 
sementara Dinas Kesehatan sendiri hanya melakukan perubahan perilaku. 
Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit "Water 
bomies"Dan dari Dinas Kesehatan kita menugaskan pada Kabid, kasi dan 
langsung ke Puskesmas".(Wawancara Dengan Ibu dr. Hj. Aryani Arsyad, 
M.Kes I Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 2016 ) 

" ............. Terutama kami diinstrusikan dari Dinas Kesehatan kemudian kami 
berkoordinasi dengan petugas sanitarian dan lintas sektor lainya kami 
berkoordinasi dengan desa dan kecamatan dan selanjutnya ke 
masyarakat".(Wawancara dengan lbu drg.Hajar Hijiyatun I Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016) 

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah 

untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, 

apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut 

kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan 
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implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi 

karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok 

sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak 

saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun 

kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan 

dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena 

dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. 

2. Faktor Penghambat implementasi kebijakan program Sanitasi Total Berbasis 
Masyarakat pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulungan 

Melihat proses implementasi kebijakan program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara diatas peneliti menemukan 

beberapa faktor penghambat hingga tahun 2015 program STBM belum berhasil 

sebagaimana harapan pemerintah pencapaian program Milenium Development 

Golds (MDGs). 

Adapun faktor penghambat Implementasi kebijakan Program Sanitasi total 

Berbasis Masyarakat pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan sebagai berikut : 

a. Proses Komunikasi yang be/um maksimal dalam proses implementasikan 
kebijakan program STBM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran 

yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan 

untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, 

misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. Selanjutnya pesan yang 
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disampaikan harus jelas kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dengan 

mudah memahami isi kebijakan ini. 

" ............ Mungkin leg pengetahuan atau ada leg of knowledge yakni 
pemahaman kita dengan masyarakat terutama kepala wilayah kecamatan 
demikian juga dengan para aparat desa, dan mungkin cara kita menyampaikan 
kurang dipahami atau masih bertindak seperti "superman" atau ketika mereka 
(Puskesmas) dilapangan membawa bahasa planet, sehingga masyarakatnya 
tidak paham, kita asyik berbicara tapi masyarakat juga asyik mendengar tapi 
mereka tidak tahu apa yang dia dengarkan dan tidak paham, sehingga tidak 
ada perubahan menseat sehingga tidak ada perubahan perilaku." 
(Wawancara dengan Ibu Hj. Dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan kab. 
Bulungan, April 2016) 

b. Sumber Daya yang masih kurang dalam proses implementasikan kebijakan 
program STEM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Dari segi Dukungan untuk implementasi Kebijakan Program STBM ini 

masih bertolak belakang antara pemerintah dan masyarakat sebab masyarakat 

terkesan dipaksakan untuk membuat jamban untuk melakukan perubahan 

perilaku, hal ini terlihat masih banyaknya desa yang belum mendeklarasikan 

sebagai desa ODF atau masyarakatnya STOP Buang Air Besar Sembarangan. 

Selain faktor - faktor penghambat diatasfaktor penghambat lainya dalam ha! 

Jmplementasi kebijakan Program STBM di Dinas Kesehatan Khususnya pilar 

Stop Buang Air Besar Sembarangan dari sisi Sosial Budaya masyarakat 

Kabupaten Bulungan. Adapun faktor penghambat dari segi sosia Budaya tersebut 

sebagai adalah adanya keterbatasan dalam pergaulan, dapat dipastikan 

perkembangan ilmu pengetahuan juga akan terlambat. Sebab dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dapat ditempuh di antaranya dengan metode learning by doing. 

Tidak adanya keinginan untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan 
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akan mengakibatkan pola pikir yang terbelakang dan ketinggalan zaman, sehingga 

muncul sebuah pandangan miring (stigma) adanya kelompok masyarakat yang 

enggan berubah. 

Sama halnya dengan masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya di daerah 

pedalaman (suku asli), oleh karena kurangnya pengetahuan dan kurangnya 

pergaulan, membuat Implementasi kebijakan program STBM dari Dinas 

Kesehatan tidak semudah itu mereka terima, terlebih lagi dengan pilar Stop Buang 

Air Besar Sembarangan. Sementara keseharian mereka berada pada bantaran 

sungai sebagai tempat kehidupan. 

Selanjutnya Manusia tidak dapat hidup tanpa AIR sebab air adalah sumber 

kehidupan dalam segala aktivitasnya. Sebab air salah penunjang untuk tercapainya 

pilar-pilar lainya di STBM seperti digunakan untuk pilar kedua yaitu Cuci Tangan 

Pakai Sabun (CTPS). 

" .......... Salah satu belum tercapaianya program STBM khususnya Pilar Stop 
Buang Air Besar Sembarangan adalah tidak tersedia Air. Karena kita ketahui 
bersama tidak semua rumah memiliki ketersedian air terutama dari PDAM 
ataupun dari sarana lainya. Karena orang ngapain ngangkut air dari sungai tuk 
BAB dirumah. Lebih baik dia langsung BAB disungai kan lebih praktis." 
(Wawancara dengan Ibu Hj. dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan kab. 
Bulungan, April 2016) 

Kemudian Kebiasaan masyarakat menurut peneliti adalah faktor penghambat 

paling krusial karena faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan ini paling sulit dilakukan 

perubahan karena minimnya pengetahuan serta cara pandang yang masih 

tradisional,belum lagi dengan keterbatas ekonomi. 

Perubahan perilaku untuk tidak buang air besar sembarangan pada 

implementasi kebijakan program STBM ini juga mempengaruhi pencapaian tidak 

masimal. 
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" ........... Karena masyarakat masih memiliki faktor kebiasaan dan dianggap 
paling gampang dan tidak repot jika BAB di sungai. dengan alasan klasik 
masyarakat bahwa BAB disungai sangat praktis tidak lagi mengeluarkan 
biaya untuk membuat jamban dan sudah menjadi kebiasaan." (Wawancara 
dengan lbu Hj. dr. Aryani Arsyad, M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. Bulungan, 
April 2016) 

Sumber daya lainya yang mempengaruhi dan menjadi penghambat dari 

Implementasi kebijakan Program STBM khususnya pilar Stop BABs pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan ini adalah kurangnya tenaga sanitarian di setiap 

puskesmas yang berperan langsung dilapangan sebagai fasilitator di desa-desa. 

Selanjutnya dukungan dana operasional yang masih terbatas dari pemerintah 

daerah dalam mengalokasikan anggaran STBM. Sebab pada daerah-daerah 

tertentu diperlukan operasional yang cukup besar untuk menjangkau 

masyarakatnya. 

" ............... Kita terbatas pada tenaga-tenaga teknis baik di Dinas maupun di 
Puskesmas-puskesmas, bahkan tidak semua puskesmas memiliki tenaga 
sanitarian, dan itu akan membatasi mereka (puskesmas) untuk mencapai 
tujuanya. Hal ini akan menyulitkan secara teknis untuk melakukan perubahan 
perilaku masyarakat." (Wawancara dengan Ibu Hj. Dr. Aryani 
Arsyad,M.Kes!Kadis Kesehatan kab. Bulungan, April 2016) 

Perlu disadari juga bahwa program STBM (pilar Stop BABs) yang 

mengharamkan subsidi tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan mudah 

bahkan tidak mungking dilaksanakan pada kondisi ekstrim. Prinsip tanpa subsidi 

ini hanya dapat terlaksana ketika biaya pembangunan jamban terjangkau oleh 

masyarakat. Namun pada beberapa lokasi dengan kondisi seperti tingkat 

kepadatan yang tinggi diperkotaan, kondisi fisik yang berupa rawa,tepi 

pantai,daerah cadas, dan daerah air tanah tinggi, mempunyai konsekwensi biaya 

pembangunan yang tidak terjangkau oleh masyarakat. 
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Wilayah Kabupaten Bulungan memiliki karakteristik sungai serta pasa surut laut 

khusunya didaerah pesisir pantai, maka kondisi ini akan mempengaruhi perilaku 

masyarakat untuk tidak mau membuat jamban. 

" .......... .jelas akan mempengaruhi, karena ada wilayah kita yang pasang surut 
dan tidak mungkin membangun septitank perorangan atau perkeluarga dan 
per rumah, itu tidak mungkin. Dan mungkin saja itu dapat kita bangunkan 
septitank komunal, namun septitank komunal ini biayanya sangat besar 
(dana)." (Wawancara dengan Ibu I-lj.dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis 
Kesehatan kab. Bulungan, April 2016) 

c. Komitmen/Sikap yang masih kurang dalam implementasikan kebijakan 
program STBM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan melalui kebijakan program 

maka dibutuhkan sikap dan komitmen serta persepsi yang sama pada pengambil 

kebijakan di tingkat bawah. Oleh karena masih belum adanya komitmen semua 

pengambil kebijakan di daerah bahkan kecamatan maupun di desa-desa inilah 

salah satu menjadikan faktor penghambat implementasi kebijakan program STBM 

pilar Stop BABs Pada Dinas Kesehatan kabupaten Bulungan. 

" ........... karena semua keberhasilan program itu hams didasari komitmen yang 
kuat. Jika semua camat, kepala-kepala desa mempunyai komitmen yang 
sama, maka semua desa pasti akan ODF semua." (Wawancara dengan Ibu 
Hj. Dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan kab. Bulungan, April 2016) 

d. Struktur Birokrasi yang be/um ke petugas pedesaan da/am implementasikan 
kebijakan program STBM pilar Stop BABs pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan. 

Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi 

lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan 

kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-

masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga 
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walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami 

hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena 

dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. 

Salah satu hambatanya yaitu perintah atasan puncak Dinas Kesehatan tidak 

langsung ke tingkat puskesmas pembantu I polendes di pedesaan hanya sebatas 

puskesmas induk dan puskesmas induk yang langsung turun kelapangan atau 

kedesa-desa. 

" ............. Terutama kami diinstrusikan dari Dinas Kesehatan kemudian kami 
berkoordinasi dengan petugas sanitarian dan lintas sektor lainya kami 
berkoordinasi dengan desa dan kecamatan dan selanjutnya ke masyarakat". 
(Wawancara dengan Thu drg.Hajar Hijiyatun I Kepala Puskesmas Tanah 
Kuning, Maret 2016) 
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A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 

Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sudah terlaksana 

namun belum tersistem. Dalam pelaksanaanya masih terfokus pada satu pilar saja 

yakni pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dari lima pilar Program STBM. 

Beberapa ha! yang mempengaruhi pelaksanaannya hingga dapat dilaksanakan 

yaitu: 

a. Komunikasi 

Bahwa dalam mengimplemenstasikan kebijakan program Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi 

dilaksanakan berbagai kegiatan promosi baik sosialisasi dan advokasi, 

penyampaian melalui media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), 

penyuluhan-penyuluhan, serta pemicuan STBM, verivikasi dilapangan hingga 

Deklarasi. 

b. Sumber Daya 

Dalam mengimplementasikan kebijakan program sanitasi total berbasis 

masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan 

Utara dilaksanakan oleh tenaga sanitarian yang berada di beberapa puskesmas, 

sebagai fasilitator dilapangan. Kegiatan dilakukan mulai dari sosialisasi dan 

advokasi, pemicuan, verivikasi serta pendeklarasian desa ODF. Dukungan yang 
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lain pada pelaksaanaan ini yakni ketersediaan dana operasional khusus penyehatan 

lingkungan di puskesmas,serta sarana operasional yang ada di puskesmas. 

c. Sikap 

Salah indikator keberhasilan suatu program adalah adanya komitmen yang 

tinggi. Dalam upaya mengimplementasika kebijakan program Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan terlihat komitmen 

yang tinggi pada bidang dan seksi yang terkait dengan penyelenggaraan program 

STBM ini. Demikian juga dengan beberapa kepala puskesmas serta tokoh 

masyarakat dan pengambil kebijakan dilapangan memiliki sikap untuk 

mendukung pelaksanaan program ini. 

d. Struktur Birokrasi 

Dalam menyikapi dan menyukseskan kebijakan Program Sanitasi total 

Berbasis Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan di 

implementasikan berdasarkan hirarky jalur komando dalam struktur organisasi. 

Dalam hal ini dimulai dari Kepala Dinas di instrusikan ke Kepala Bidang 

selanjutnya kepala Bidang menginstrusikan ke Kepala Seksi dan selanjuntya 

langsung ke Puskesmas. Namun instruksi kepala Dinas belum langsung ke 

petugas di desa sebagai ujung tombak dilingkungan masyarakat desa. 

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat pada 

Kalimantan Utara. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi 

Pelaksanaan Kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami 

beberapa hambatan dan tantangan sehingga pencapaian target yang diharapkan 
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I 00 persen tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan, seperti pada pilar satu 

Stop Buang Air Besar Sembarangan dari 81 desa se-Kabupaten Bulungan yang 

tercapai menjadi desa ODF baru sekitar 32 desa atau 39,51 %. Hal ini di 

pengaruhi oleh : 

a. Komunikasi 

Kenyataan dilapangan masih ada beberapa desa yang belum di lakukan 

sosialisasi dan advokasi serta penyuluhan terkait dengan program Sanitasi total 

Berbasi Masyarakat, sementara jumlah desa yang sudah dilakukan pemicuan 

STBM sebanyak 53 desa sementara masih sebanyak 28 desa lagi yang belum 

dilakukan pemicuan maupun sosialisasi dan penyuluhan program STBM. Hal 

lainya yakni adanya leg of knowledge antara petugas dengan masyarakat. 

Demikian juga dengan lintas sektor terkait, beberapa pengambil kebijakan banyak 

belum memahami secara jelas tentang program STBM ini. 

b. Sumber Daya 

"Implementasi Kebijakan perlu dukungan yang memadai, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia. Kurangnya sumber daya akan 

menyulitkan implementasikan kebijakan". Meter dan Hom dalam Suhamo (2013: 

463) Hal inilah sangat mempengaruhi Implementasi kebijakan program STBM 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, bahwa dari 12 Puskesmas hanya 9 

puskesmas yang memiliki tenaga sanitarian. Demikian juga dengan distribusi 

tenaga sanitarian ada puskesmas yang memiliki sampai 3 orang tenaga sanitarian, 

sementara puskesmas lainya tidak memiliki tenaga sanitarian. 

Untuk diketahui bahwa pelaksanaan dilapangan sebagai ujung tombaknya 

adalah tenaga sanitarian yang sudah memiliki skill terkait program STBM sebagai 
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upaya tindakan preventive. Dengan demikian antara jumlah tenaga dengan beban 

wilayah kerja sebanyak 81 desa dengan tenaga sanitarian hanya I 2 orang tidak 

sebanding atau tidak proposional. Hal lain yang yang menjadi factor pengharnbat 

adalah masih rninimnya alokasi anggaran untuk operasional dilapangan. 

Di dalam penelitian ini juga peneliti menernukan beberapa permasalahan 

dimasyarakat, yang menyebabkan salah satu faktor belurn berhasilnya program 

STBM hingga tahun 2015, ini adalah karakteristik wilayah yang mengharuskan 

adanya bantuan Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menangani pembangunan 

sanitasi rnasyarakatnya terutarna kondisi fisik yang berupa rawa, dan tepi pantai. 

Walaupun prinsip dasar Program STBM ini tanpa subsidi dalarn menggerakan 

pemberdayaan dan perubahan perilaku masyarakat. Faktor penghambat 

berikutnya adalah ketersediaan air di dalarn perubahan perilaku sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, sebab tanpa air sangat sulit melakukan perubahan 

perilaku karena air rnerupakan surnber segala kehidupan bagi mahluk hidup 

terutama manusia dalarn rnenjaga higiene perorangan. 

c. Sikap 

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan program salah satu yang 

diharapkan adalah adanya sikap atau kornitrnen, namun dalam penelitian ini di 

dapatkan bahwa dalam pengimplernentasian kebijakan program STBM, masih 

minimnya komitrnen para pengarnbil kebijakan baik di tingkat atas hingga tingkat 

bawah. Karena adanya persepsi bahwa program STBM adalah miliknya Dinas 

Kesehatan saja, sehingga memunculkan sikap yang kurang peduli terhadap 

program STBM ini. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada tesis ini sebagai berikut : 

I. Komunikasi 

Di dalam menimplementasikan kebijakan program STBM ini diupayakan 

adanya peningkatan penyampaian informasi tentang STBM di masyarakat, 

terutama pada desa yang belum terjangkau oleh media informasi dan kemonikasi. 

2. Sumber Daya 

Untuk mencapaian keberhasilah Program STBM diharapkan adanya 

dukungan sumber daya yang mumpuni, baik distribusi tenaga sanitarian yang 

merata setiap puskesmas maupun penambahan alokasi anggara operasional dari 

pemerintah setempat. Kemudian pada daerah-daerah tertentu agar mendapatkan 

bantua ataupun subsidi dari pemerintah guna mempercepat tercapaianya program 

STBM. 

3. Sikap 

Harapan besar dari implementasi kebijakan program STBM ini adanya 

komitmen yang tinggi dari semua sektor terutama para pengambil kebijakan 

dengan mensinergikan program pembangunan Kabupaten Bulungan. 
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Lampiran 1: 

PEDOMANWAWANCARA 

NO PERTANYAAN 
1 2 

> 

A 
lmplementasi Kebijakan Program STBM pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 
Bila dilihat persentase pencapaian program STBM khususnya Pilar Stop 
Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Bulungan belum berhasil 

1 sebagaimana hapan pencapaian program MDGs tahun 2015. Bagaimanakah 
proses Implementasi Kebijakan Program tersebut pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulungan ? 

2 
Bagaimana Dinas Kesehatan dalam mengkomunikasikan kebijakan 
Program STBM khususnya Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan ? 
Bagaimanakah dengan dukungan Sumber Daya yang ada pada Dinas 

3 Kesehatan Kabupaten terhadap implementasi kebijakan program STBM 
tersebut? 
Bagaimanakah dengan sikap/Komitmen dalam mengimplementasikan 

4 kebijakan program STBM ini di Kabupaten Bulungan dan Dinas Kesehatan 
sendiri? 

5 
Bagaimanakah Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan 
program STBM ini dari sudut pandang struktur birokrasi yang ada ? 

Faktor Penghambat lmplementasi Kebijakan Program Sanitasi Total 
B Berbasis Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan Provinsi 

Kalimantan Utara 
·. '· , .· .. . . .· 

Apa yang menjadi penghambat dalam mengkomunikasikan 
1 implementasikan program STBM pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bulungan? 

2 
Bagaimana dengan hambatan dari segi Sumber Daya yang ada pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bulungan ? 

3 
Apakah dari sikap/komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan 
program STBM juga mengalami hambatan ? 

4 
Apakah struktur birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan program 
STBM juga mengalami hambatan ? 
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Lampiran 2: 

TRANSKRIP WA WAN CARA 

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM STBM PILAR STOP BUANG 
AIR BESAR SEMBARANGAN 

Pertanyaan : 
Bila dilihat persentase pencapaian Program STBM khusunya pilar Stop Buang 
Air Besar Sembarangan di Kabupaten Bulungan belum berhasil sebagaimana 
harapan pencapaian program MDGs tahun 2015. Bagaimana Proses 
lmplementasi Kebijakan Program tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bulungan? 

Jawaban: 
" ............. .Implementasi kebijakan program STBM ini dilaksanakan dengan 
adanya sistem. Sistem inilah yang bekerja, baik antar bidang maupun antar 
seksi yang lainya saling membantu dan bekerja bersama-sama sehingga 
lahirlah kinerja Dinas.Kita mengharapkan yang namanya Program STBM 
ini bukan hanya diketahui dan dikerjakan o\eh bidang dan seksi tertentu 
saja, melainkan dapat diketahui semua yang berada di Dinas Kesehatan ini 
minimal sehingga dapat bercerita kepada orang lain bahkan lintas sektor 
sekalipun dan dimanapun dia berada". (Wawancara dengan lbu dr. Hj. 
Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 2016) 

" ............... Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan semenjakdiluncurkan 
kebijakan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada tahun 2008, 
Kabupaten Bulungan itu mengambil keputusan atau mulai melaksanakan 
pada tahun 2009. Kita mengambil strategi dari 5 pilar yang dilaksanakan 
di Kabupaten Bulungan, kita mencoba 2 pilar utama yang berproses. 
Untuk Kabupaten Bulungan pilar pertama yaitu Stop BABs itu strategi 
yang diambil. Bidang PMK khusunya Seksi Penyehatan Lingkungan 
berkomitmen sangat tinggi untuk melaksanakan program STBM 
khususnya pilar pertama Stop BABs. Dan kita punya Strategi bahwa setiap 
tahun masing-masing puskesmas harus bisa merubah perilaku masyarakat 
yang biasanya BAB sembarangan menjadi BAB di jamban". (Wawancara 
dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. Bulungan 
April 2016) 
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Pertanyaan : 
Bagaimana Dinas Kesehatan dalam mengkomunikasikan Kebijakan Program 
STBM khususnya Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan? 

Jawaban: 
" ................ Komunikasi Program STBM yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kesehatan itu dalam bentuk Formal dan informal, sebab dahulu program 
STBM itu hanya menjadi pekerjaan kesling bahkan tidak diketahui oleh 
yang lain, sekarang kita berusaha meruntuhkan tembok-tembok pemisah 
satu dengan yang lainya, sehingga yang namanya STBM diketahui semua 
yang ada di Dinas kesehatan minimal sehingga dia bisa bercerita keluar 
bisa bercerita kekawan-kawanya, bisa bercerita lintas program bahkan 
lintas sektor." (Wawancara dengan Ibu dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I 
Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 2016) 

" ............... komunikasi itu kita lakukan bahkan setiap orang yang datang 
ketempat saya, saya selalu bercerita tentang STBM agar mereka ketahui". 
(Wawancara dengan Ibudr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes/Kepala Dinkes Kab. 
Bulungan, April 2016) 

" ................. Dari Advokasi yang kita laksanakan di Pemerintah Kabupaten 
Bulungan kepada Kepala Daerah, ketua DPRD, tokoh Masyarakat, ini kita 
sangat didukung dan sangat luar biasa. Akhimya dari komitmen kepala 
daerah kita diperintahkan untuk melaksanakan program STBM dan kita 
langsung sosialisasi kemasyarakat melalui Puskesmas dan Kecamatan". 
(Wawancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. 
Bulungan, April 2016 ). 

" ................. Dari Advokasi yang kita laksanakan di Pemerintah Kabupaten 
Bulungan kepada Kepala Daerah, ketua DPRD, tokoh Masyarakat, ini kita 
sangat didukung dan sangat luar biasa. Akhimya dari komitmen kepala 
daerah kita diperintahkan untuk melaksanakan program STBM dan kita 
langsung sosialisasi kemasyarakat melalui Puskesmas dan Kecamatan". 
(Wawancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK Dinkes Kab. 

Bulungan, April 2016 ). 

" ........... Untuk komunikasi kebijakan program STBM di Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bulungan yaitu dengan cara pendekatan kepada tokoh 
masyarakat serta advokasi lintas program dan satker. Selain kegiatan 
promosi penyampaian kebijakan kepada masyarakat melalui media cetak 
maupun pembuatan spanduk-spanduk. Kemudian kita juga telah 
melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan -kecamatan yang ada dan 
dilanjutkan puskesmas melaksanakan sosialisasi ke tingkat desa". 

42818.pdf 



(Wawancara dengan Bapak Suratma, SE I Kasi Penyehatan Lingkungan 
Dinkes Kab. Bulungan, Maret 2016). 

" ................. Langkah awal pelaksanaan program ini kita mulai dengan 
kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan Program STBM terutama 
pilar satu Stop BABs, jadi saat ini kita konsen pada pilar yang pertama 
terlebih dahulu sebelum melangkah pilar yang kedua dan seterusnya. 
Sebab bila kita mengerjakan semua pilar dengan keburu-buru maka tidak 
akan membuahkan hasil.Selanjutnya fokus pelaksanaan Pilar pertama Stop 
BABs pada STBM ini juga didasari masih banyaknya jumlah masyarakat 
yang belum memiliki akses sanitasi yang layak/jamban 
keluarga".(Wawancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I Kabid PMK 
Dinkes Kab. Bulungan, April 2016). 

" .............. ini kita Jakukan berdasarkan pilar-pilar STBM yang ada, hal 
yang tidak logis kita lakukan dengan melaksanakan semua pilar-pilar 
dengan kondisi memaksakan namun hasilnya tidak berkualitas. Disini kita 
tidak mengejar kuantitas pencapaian program melainkan kualitas dari 
output sebuah program/kegiatan. Selanjutnya Proses pelaksanaan 
kebijakan STBM ini kita juga mengikuti prosedur yang ada dilapangan 
kita menyampaikan kegiatan ini maksud dan tujuan pelaksanaan yang 
hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung menyangkut derajat 
kesehatan masyarakat". (W awancara dengan Bapak drg. Imam Sujono I 
Kabid PMK Dinkes Kab. Bulungan, April 2016) 

" ........... .terkait program STBM dengan lima pilar ini kami di Kabupaten 
Bulungan mefokuskan pilar STOP Buang Air Besar Sembarangan atau 
Desa ODF, hal ini karena salah satu banyaknya penyakit yang ada 
dimasyarakat adalah kerena buang air besar sembarangan hingga 
menyebabkan diare, dan angka diare ini melebihi I 00 % . kemudian terkait 
komunikasi dalam lmplemtentasi Program STBM ini saya sebagai kepala 
puskesmas menginstruksikan kepada tenaga sanitarian sebagai 
kooordinatomya, untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pemicuan 
STBM. Selanjutnya kita menginformasikan kepada petugas pustu dan 
petugas pustu inilah yang akan menyapaikan informasi STBM 
kemasyarakat". (Wawancara dengan lbu drg.Hajar Hijriyatun/Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016). 
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Pertanyaan : 
Bagaimana dengan dukungan Sumher Daya yang ada pada Dinas Kesehatan 
Kahupaten Bulungan terhadap implementasi kehijakan program STBM 
terse but? 

Jawaban: 
" .................. Program STBM adalah ilmu, dan ilmu harus diterapkan 
dimasyarakat dengan 5 pilar STBM tersehut, ilmu itu banyak yang 
diketahui oleh tenaga teknis. Kita terhatas pada tenaga teknis sanitarian di 
Dinas Kesehatan pun hanya satu, yang lain hukan tenaga teknis sanitarian 
demikian juga di puskesmas tidak semua puskesmas itu ada tenaga 
sanitarian, ada perawat,SKM,bidan dll. ltu semua membatasi mereka 
untuk mencapai tujuanya, karena ada hal-hal yang sifatnya teknis tidak 
dimilikinya sehingga agak sulit melakukan peruhahan-peruhahan teknis 
perilaku yang dimiliki oleh tenaga teknis tapi tidak dimiliki oleh tenaga 
yang lain".( Wawancara dengan Ihu dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I 
Kepala Dinkes Kah. Bulungan, April 2016) 

" ......... seharan Tenaga Sanitarian di Puskesmas saat ini helum merata, 
sehingga pelaksanaan program belum Maksimal. Sementara tenaga lain 
diluar sanitarian hanya sehatas diperhantukan untuk menjalankan program 
kesling namun tenaga tersehut lehih cenderung mengutamakan tindakan 
kuratif sesuai dengan profesinya". (Wawancara dengan Bapak Suratma, 
SE I Kasi Penyehatan Lingkungan, Maret 2016) 

" ................ sementara ini dana operasional berada di puskesmas hahkan 
ada juga di dinas hanya saja saat ini dana kita masih terhatas untuk 
pencapaian program". (Wawancara dengan lhu dr. Hj. Aryani Arsyad, 
M.Kes I Kepala Dinkes Kah. Bulungan, April 2016) 

" .............. Sementara ini kita menganggarkan atau mengusulkan beberapa 
sumher anggaran dari APBD maupun dari dan BOK untuk puskesmas 
walaupun tidak seratus persen". (Wawancara dengan Bapak Suratma, SE I 
Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kah. Bulungan, Maret 2016) 

" ............. Terkait Sumber daya manuasia dalam Implemtentasi Program 
STBM ini saya sehagai kepala puskesmas menginstruksikan kepada tenaga 
sanitarian sehagai kooordinatomya .. Untuk sumher daya manusia ini kami 
masih kurang dan masih memhutuhkan tenaga lain untuk mendukung 
tercapaianya desa ODF. Sementara sumher daya lainya seperti dana kami 
masih berkurang dan terhatas meskipun sudah dialokasikan pada tahun­
tahun sehelumnya". (Wawancara dengan Ihu drg. Hajar Hijriyatun I 
Kepala Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016) 
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Pertanyaan : 
Bagaimana dengan sikap/komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan 
program STBM ini di Kabupaten Bulungan dan Dinas Kesehatan sendiri? 

Jawaban: 
" .............. Jelas semua keberhasilan program itu hams didasari komitmen 
yang kuat terlebih dahulu. Siapa komitmen yang diharapkan adalah 
puncak pimpinan dalam hal ini adalah Bupati. Jika Bupati Kuat 
Komitmenya tentu kebawah juga kuat komitmenya, akan tetapi walaupun 
bupati sudah kuat komitmenya jika kebawah ada leg penerima pesan yang 
salah diterima oleh kepala SKPD maka tidak akan sampai kesasaran. 
Selanjutnya meskipun sudah kuat komitmen belum tentu sampai I 00 % 

kalau tidak ada kerjasama lintas sektor, dan masih ada ego sektor tetap 
berkembang maka tujuan pembangunan tidak tercapai sesuai tepat waktu. 
Kemudian masalah SDM paham tentang tanggung jawabnya". 
(Wawancara dengan lbu dr. Hj. Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes 
Kab. Bulungan, April 2016) 

" ............. Untuk komitmen kepala-kepala puskesmas tergantung, ada 
kepala puskesmas yang memiliki komitmen yang kuat dan dibaca tenaga 
sanitarian itu akan nyambung dan cepat sekali. Dan ada juga kepala 
puskesmas sudah kuat komitmennya jika petugas sanitarian melempam 
nda bisa juga apa-apa. Dan bahkan ada juga petugas sanitarian tapi sangat 
luar biasa kepala puskesmas melempam artinya masih kurangnya 
koordinasi dan komitmen yang sama. Sementara jika semua camat 
memiliki komitmen yang sama pasti akan tercapai I 00 % desa ODF, 
hanya saja mungkin saja ada camat yang kurang paham tentang program 
ini. Bahkan boleh jadi proses penyampain kita yang masih kurang 
dipahami oleh masyarakat". (Wawancara dengan lbu dr. Hj. Aryani 
Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 2016) 

" .............. Sikap dalam mengimplementasikan kebijakan program STBM 
yaitu dengan mendorong tercapaianya keberhasilan program STBM dalam 
menciptakan Srategi kemandirian masyarakat dengan cara pendekatan 
terhadap tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang belum 
memahami tentang STBM melalui sosial budaya. Selama ini program 
tersebut kurang didukung karena mungkin belum memamahami terutama 
sektor lain yang sebenarnya terkait, mudah-mudahan dikemudian hari 
dukungan ini seratus persen". (Wawancara dengan Bapak Suratma,SE I 
Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes Kab. Bulungan, Maret 2016) 
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" ............ Karena merupakan program yang sangat bagus sekali terhadap 
kebijakan ini kita menginginkan kesehatan masyarakat ini tercapai kami 
sangat mendukung pencapaianya dengan sumber daya yang ada, dan siap 
melaksanakanya."(Wawancara dengan lbu drg.Hajar Hijiyatun I Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016) 

" ............ sikap kami di desa mendukung program STBM ini namun kondisi 
daerah kami yang memungkinkan tidak dapat membuat WC sehingga 
komitmen dari pemerintah juga sangat kami harapkan untuk mencari 
solusi terhadap daerah kami seperti ini I daerah rawa dan berair". 
(Wawancara dengan Bapak Yohanes I Tokoh Masyarakat, Maret 2016) 

" ............. .Jujur saja kami sampaikan meskipun kami komitmen melakukan 
perubahan perilaku untuk tidak BAB sembarangan lagi, tapi bagaimana 
dengan setelah BAB di WC jika Sarana Air Bersih tidak ada". 
(Wawancara dengan Bapak Danil I Tokoh Masyarakat, Maret 2016). 

Pertanyaan : 
Bagaimanakah Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Kebijakan 
Program STBM ini dari sudut pandang struktur birokrasi yang ada ? 

Jawaban: 
" ................ Kebijakan dari Kemenkes ini langsung ke daerah terlebih 
dahulu dan dari Bupati kemudian menunjuk SKPD sesuai dengan 
perananya, sementara Dinas Kesehatan sendiri hanya melakukan 
perubahan perilaku. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari 
penyakit "Water bornies"Dan dari Dinas Kesehatan kita menugaskan pada 
Kabid, kasi dan langsung ke Puskesmas".(Wawancara Dengan lbu dr. Hj. 
Aryani Arsyad, M.Kes I Kepala Dinkes Kab. Bulungan, April 2016 ) 

" ............. Terutama kami diinstrusikan dari Dinas Kesehatan kemudian 
kami berkoordinasi dengan petugas sanitarian dan lintas sektor lainya kami 
berkoordinasi dengan desa dan kecamatan dan selanjutnya ke 
masyarakat."(Wawancara dengan Ibu drg.Hajar Hijiyatun I Kepala 
Puskesmas Tanah Kuning, Maret 2016) 

" ............... Kita berpegang pada Kemenkes melalui Dinas Kesehatan dan 
dilanjutkan ke Puskesmas dan Puskesmas yang melaksanakan di desa atau 
di masyarakat". (W awancara dengan Bapak Suratma SE, Kasi Penyehatan 
Lingkungan Dinkes Kah. Bulungan, Maret 2016) 
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B. F AKTOR PENGHAMBA T IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PROGRAM 
STBM PILAR STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN 

Pertanyaan: 
Apa yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Kebijakan 
Program STBM khusunya pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan? 

Jawaban: 
" ............ Mungkin leg pengetahuan atau ada leg of knowledge yakni 
pemahaman kita dengan masyarakat terutama kepala wilayah kecamatan 
demikian juga dengan para aparat desa, dan mungkin cara kita 
menyampaikan kurang dipahami atau masih bertindak seperti "superman" 
atau ketika mereka (Puskesmas) dilapangan membawa bahasa planet, 
sehingga masyarakatnya tidak paham, kita asyik berbicara tapi masyarakat 
juga asyik mendengar tapi mereka tidak tahu apa yang dia dengarkan dan 
tidak paham, sehingga tidak ada perubahan menseat sehingga tidak ada 
perubahan perilaku". (Wawancara dengan lbu Hj. Dr. Aryani 
Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. Bulungan, April 2016) 

" ........... Kemampuan tenaga sanitarian yang ada dalam hal 
mengkomunikasikan serta edukasi kemasyarakat yang belum maksimal, 
sehingga membuat pencapaian program STBM ini belum sesuai harapan". 
(Wawancara dengan Bapak dr. Lutfi /Kepala Puskesmas Sekatak, Maret 
2016). 

Pertanyaan : 
Bagaimana dengan Hambatan dari segi Surnber Daya yang ada pada Dinas 
Kesehatan rnaupun di Kabupaten Bulungan apakah ada hambatan dalam 
mengimplementasikan kebijakan program STBM ini ? 

Jawaban: 
" ............... Kita terbatas pada tenaga-tenaga teknis baik di Dinas maupun di 
Puskesmas-puskesrnas, bahkan tidak semua puskesmas memiliki tenaga 
sanitarian, dan itu akan mernbatasi mereka (puskesmas) untuk mencapai 
tujuanya. Hal ini akan menyulitkan secara teknis untuk melakukan 
perubahan perilaku masyarakat" .(W awancara dengan lbu Hj. Dr. Aryani 
Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kah. Bulungan, April 2016) 

" .......... Salah satu belum tercapaianya program STBM khususnya Pilar 
Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah tidak tersedia Air. Karena kita 
ketahui bersama tidak semua rumah merniliki ketersedian air terutarna dari 
PDAM ataupun dari sarana lainya. Karena orang ngapain ngangkut air dari 
sungai tuk BAB dirumah. Lebih baik dia langsung BAB disungai kan lebih 
praktis".(Wawancara dengan lbu Hj. dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis 
Kesehatan kab. Bulungan, April 2016) 

42818.pdf 



" ........... Karena masyarakat masih memiliki faktor kebiasaan dan dianggap 
paling gampang dan tidak repot jika BAB di sungai. dengan alasan klasik 
masyarakat bahwa BAB disungai sangat praktis tidak lagi mengeluarkan 
biaya untuk membuat jamban dan sudah menjadi kebiasaan".(Wawancara 
dengan lbu Hj. dr. Aryani Arsyad, M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. 
Bulungan, April 2016) 

" .......... Jelas akan mempengaruhi, karena ada wilayah kita yang pasang 
surut dan tidak mungkin membangun septitank perorangan atau 
perkeluarga dan per rumah, itu tidak mungkin. Dan mungkin saja itu dapat 
kita bangunkan septitank komunal, namun septitank komunal ini biayanya 
sangat besar dana."(Wawancara dengan lbu Hj.dr. Aryani 
Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan kab. Bulungan, April 2016) 

Pertanyaan : 
Dari segi sikap dan komitmen apakahjuga mengalami hambatan? 

Jawaban: 
" ........... karena semua keberhasilan program itu hams didasari komitmen 
yang kuat. Jika semua camat, kepala-kepala desa mempunyai komitmen 
yang sama, maka semua desa pasti akan ODF semua".(Wawancara 
dengan lbu Hj. Dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. 
Bulungan, April 2016) 

Pertanyaan : 
Kemudian bagaimana dengan hambatan pada struktur birokrasi yang ada pada 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ini dalam mengimplementasikan 
kebijakan program STBM, apakah ada hambatan yang dihadapi ? 

Jawaban: 

" ........... Sejak dicanangkanya kebijakan program STBM ini secara hirarky 
organisasi kita langsung mengintstrusikan kepada Puskesmas, dan dari 
puskesmas semestinya menyambung kembali instruksi ini ke petugas yang 
ada di pustu/polendes desa. Sebab mereka juga mempunyai andil yang 
besar dalam gebrakan program kesehatan, sebab mereka langsung 
berhadapan dengan masyarakat dan lebih paham dengan karakteristik & 

sosial budaya masyarakat wilayah pedesaan tersebut". (Wawancara 
dengan Ibu Hj. Dr. Aryani Arsyad,M.Kes/Kadis Kesehatan Kab. 
Bulungan, April 2016) 
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Lampiran 3: 

INFORMAN 

1. KEY INFORMAN 

2. INFORMAN 

Kab;d PMK o;ni<es 1\ab B~)un"a"' 

drg. Imam Su,oro. \lAP 

~ 
Dr Lutf, 

I 
Kasi p, D1nkes Kab Buluncran 

Suratma SE 

j/ I p I T h K 

dr2 . Haiar lndriva~un 
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